
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR   12   TAHUN 2022 

TENTANG 

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
pemerintah daerah secara efektif dan efisien;  

b. bahwa untuk melaksanakan hubungan kerja yang efektif 
dan efisien antar unit organisasi dalam menghasilkan kinerja 
sesuai dengan tujuan visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Banjar agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah 
bagi pemangku kepentingan perlu menyusun peta proses 

bisnis Pemerintah Kabupaten Banjar; 

c. bahwa dalam rangka kepastian hukum dalam menetapkan 
peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banjar; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah 

Kabupaten Banjar;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
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6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5); 

9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS 
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan  

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Bupati Banjar. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten. 

5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan 
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi 
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian 

organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah 
bagi pemangku kepentingan. 

BAB II 
PETA PROSES BISNIS 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Peta Proses Bisnis 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa 

tingkatan, yaitu: 

a. level 0; 

b. level 1; dan 

c. level n 
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Pasal 4 

Tingkatan level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
merupakan proses inti/utama, proses pendukung/manajerial 

dan proses lainnya. 
Pasal 5 

Tingkatan level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
merupakan uraian penjabaran dari level 0. 

Pasal 6 

Tingkatan level n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses 
yang ada di level 1 yang selanjutnya diturunkan menjadi rincian 

program pada level 2 dan seterusnya pada Peta Proses Bisnis 
Perangkat Daerah. 

Level akhir pada Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah menjadi 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah. 

Pasal 7 

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi 
Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang 
efektif dan efisien antar organisasi dalam menghasilkan kinerja 

sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah agar 
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku 

kepentingan. 

Pasal 8 

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 9 Mei 2022  

BUPATI BANJAR, 
 

          Ttd 

SAIDI MANSYUR 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 9 Mei 2022     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
Ttd 

 

                  MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 12 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR     12     TAHUN 2022 

TENTANG  

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH 
KABUPATEN BANJAR 

 
PETA PROSES BISNIS 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR 

 
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjar menggunakan level. 

Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan Peta Proses 

Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja 
yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. 

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang 
kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. 
Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan 

lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan 
rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level 

peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing 
proses bisnis.  

a. Ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari 

visi, misi dan tujuan: 

1. Visi Kabupaten Banjar “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG 
MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS” 

2. Misi Kabupaten Banjar yang teruang dalam RPJMD Kabupaten Banjar 
Tahun 2021-2026 yakni: 

1) Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.  

2) Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan 
pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.  

3) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.  

4) Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan 
efektif.  

5) Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan 
berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat 

yang tertib, aman, dan demokratis. 

3. Tujuan:  

1) Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. 

2) Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong 
kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan 

pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. 

3) Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi 
pendapatan dan angka pengangguran. 

4) Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki 
kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur. 

5) Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan  efektif. 

6) Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. 
 

b. Fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, 
serta tujuan. 



- 5 - 

 

 

 

 

1) Good Governance (F1) 

2) Sumber daya manusia dan masyarakat berkualitas (F2) 

3) Ekonomi kerakyatan pembangunan berkelanjutan (F3) 
 

c. Tingkatan Peta Proses Bisnis, sebagai berikut:  

1. Level 0. 

a. Proses Inti/Utama  

Proses inti/utama merupakan proses yang berkaitan langsung 
pencapaian keberhasilan visi dan misi daerah yang tertuang dalam 

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yakni : 

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas (BJR F2_01) 

2. Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki 
kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian 
luhur (BJR F2_02) 

3. Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat 
mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh 
dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas (BJR F3_01) 

4. Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi 
pendapatan dan angka pengangguran (BJR F3_02) 

5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (BJR F3_03) 

b. Proses Pendukung/manajerial  

Proses pendukung/manajerial merupakan proses yang berkaitan 

langsung pencapaian keberhasilan visi dan misi daerah yang 
teruang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang 

bersifat manajerial pengaturan proses ke dalam organisasi, yakni 
“Terwujudnya Birokrasi yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif” 
(BJR F1_01). 

c. Proses Lainnya  

2. Level 1. 

Secara rinci uraian penjabaran level 0 ke dalam level 1 sebagai berikut: 

1) Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif (BJR 
F1_01). 

1. Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, 
penganggaran dan akuntabilitas kinerja (BJR F1_1.1) 

2. Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik (BJR F1_1.2) 

3. Terselenggaranya birokrasi yang bersih, profesional dan berbasis 
elektronik (BJR F1_1.3). 

2) Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas (BJR F2_01) 

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui 
pengembangan pendidikan dan sistem kesehatan (BJR F2_1.1) 

2. Meningkatnya ketangguhan masyarakat melalui peningkatan 
daya beli, ketahan pangan dan gizi serta pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan serta perlindungan anak (BJR F2_1.2) 

3) Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki 
kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur 

(BJR F2_02) 
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1. Meningkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila, agama dan 

budaya (BJR F2_2.1) 

2. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat 
(BJR F2_2.2) 

4) Terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong 
kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan 

pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas (BJR F3_01) 

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan 
konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi (BJR 

F3_1.1) 

2. Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan (BJR F3_1.2) 

3. Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, ekonomi kreatif 

dan pariwisata, serta ekonomi digital (BJR F3_1.3) 

5) Terwujudnya penurunan kemiskinan, ketimpangan distribusi 

pendapatan dan angka pengangguran (BJR F3_02) 

1. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan serta 
berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial (BJR 

F3_2.1) 

2. Menurunnya angka pengangguran dan berkembangnya 

produktivitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro serta 
kemandirian ekonomi keluarga (BJR F3_2.2) 

3. Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan 

produksi pertanian dan perikanan dan pemantapan infrastruktur 
pembangunan (BJR F3_2.3) 

6) Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (BJR F3_03) 

1. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman yang terintegrasi 
dengan seluruh sektor pembangunan daerah (BJR F3_3.1) 

2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan 
untuk pembangunan berkelanjutan (BJR F3_3.2) 

3. Level Selanjutnya (Level n). 

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada 
di level 1 yang selanjutnya akan diturunkan menjadi rincian program 
pada level 2 dan seterusnya pada level Perangkat Daerah. 

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana 
yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, 

proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada 
masing–masing instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis menjadi 
salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi pada 

Pemerintah Kabupaten Banjar. 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
FUNGSI 1 : GOOD GOVERNANCE

Terwujudnya birokrasi
 yang amanah, baik,
 bersih dan  efektif

BJR F1_01
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PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
BJ

R 
F1

_0
1

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Terselenggaranya reformasi
dalam sistem perencanaan,

penganggaran dan akuntabilitas
kinerja

BJR F1_1.1

Terselenggaranya
reformasi dalam
pelayanan publik

BJR F1_1.2

Terselenggaranya birokrasi
yang bersih, Profesional dan

berbasis elektonik
BJR F1_1.3



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F1_1.1)
BP

KP
AD

BA
PP

ED
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IT
BA

N
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SE
TD

A
IT

DA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
TERSELENGGARANYA REFORMASI DALAM SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Perencanaan
Pembangunan PD yang

Berkualitas

BJR F1_1.1.1

Penelitian,
Pengembangan dan

Inovasi yang Berkualitas

BJR F1_1.1.3

Terselenggaranya Urusan
Penunjang Pemerintah Daerah

Kabupaten /Kota

BJR F1_1.1.7

Meningkatnya kualitas
pengawasan

BJR F1_1.1.9

Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah

yang Berkualitas

BJR F1_1.1.2

Meningkatnya
Pengkoordinasian dalam

Penyelenggaraan Pemerinta-
han, Hukum dan Kesra

BJR F1_1.1.8

Meningkatnya
Pengelolaan Keuangan

Daerah

BJR F1_1.1.6

Meningkatnya pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD)

sesuai dengan ketentuan

BJR F1_1.1.5

Meningkatnya Pengelolaan
Pendapatan Daerah

BJR F1_1.1.4
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
TERSELENGGARANYA REFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Terselenggaranya
Pengkoordinasian dalam

Penyelenggaraan Perekonomian
dan Pembangunan

BJR F1_1.2.1

Terselenggaranya
Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum

BJR F1_1.2.3

Meningkatnya Fasilitasi
pembahasan produk

hukum

BJR F1_1.2.2

Terselenggaranya
Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan
dan Kecamatan

BJR F1_1.2.4

Terkelolanya Data Sistem
Informasi Penanaman

Modal

BJR F1_1.2.8

Terselenggaranya
Pelayanan Penanaman

Modal yang sesuai
standar

BJR F1_1.2.9

Meningkatnya
kepemilikan dokumen

Pencatatan Sipil

BJR F1_1.2.13

Meningkatnya
kepemilikan dokumen
Pendaftaran Penduduk

BJR F1_1.2.14

Meningkatnya jumlah
koleksi dan

pengembangan informasi
perpustakaan

BJR F1_1.2.16

Meningkatnya kunjungan
ke Perpustakaan

BJR F1_1.2.17

Meningkatnya kapasitas
sumber daya Manusia

Kesehatan

BJR F1_1.2.21

Terpenuhinya Upaya
Kesehatan Rujukan

BJR F1_1.2.22

Terlaksananya
Penyelenggaraan

Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

BJR F1_1.2.5

Terlaksananya Fasilitasi
Pembinaan dan

Pengawasan
Pemerintahan Desa

BJR F1_1.2.6

Terlaksananya
Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman
Modal

BJR F1_1.2.10

Meningkatnya
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

BJR F1_1.2.11

Meningkatnya
Pemanfaatan Data

Kependudukan

BJR F1_1.2.15

Terlaksananya
Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum

BJR F1_1.2.7

Meningkatnya investasi

BJR F1_1.2.12

Terkelolanya perijinan
penggunaan arsip

BJR F1_1.2.18

Terlaksananya
Perlindungan dan

Penyelamatan Arsip

BJR F1_1.2.19

Meningkatnya
Pemanfaataan Arsip

sebagai sumber informasi

BJR F1_1.2.20



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F1_1.3)
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
TERSELENGGARANYA BIROKRASI YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERBASIS ELEKTRONIK

Meningkatnya Kualitas
Layanan APIP

BJR F1_1.3.1

Meningkatnya Kepatuhan
dan Kinerja Intern

BJR F1_1.3.2

Tersedianya Kebutuhan
Data dan Analisis dalam

Perencanaan
Pembangunan Daerah

BJR F1_1.3.8

Terimplementasinya Layanan
SPBE (Layanan publik dan

Layanan administrasi) secara
elektronik

BJR F1_1.3.5

Terselengganya
Persandian Untuk

Pengamanan Informasi

BJR F1_1.3.6

Terlaksananya
penyebarluasan Informasi

dan Komunikasi publik

BJR F1_1.3.7

Meningkatnya Profesional
ASN pada Dimensi

Kualifikasi, Kinerja dan
Disiplin

BJR F1_1.3.3

Meningkatnya Profesional
ASN pada Dimensi

Kompetensi

BJR F1_1.3.4
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
FUNGSI 2 : SDM DAN MASYARAKAT BERKUALITAS

Terwujudnya
sumber

 daya manusia yang
berkualitas

BJR F2_01

Terwujudnya masyarakat
yang berkarakter dan

memiliki kepribadian yang
religius, berakhlak baik dan

berkepribadian luhur

BJR F2_ 02



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
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F2
_0

1

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Meningkatnya sumber daya manusia
berkualitas melalui pengembangan
pendidikan dan sistem kesehatan

BJR F2_1.1

Meningkatnya ketangguhan masyarakat
melalui  peningkatan daya beli, ketahanan

pangan dan gizi serta pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak,

BJR F2_1.2

Meningkatkan pengamalan
nilai-nilai pancasila, agama

dan budaya
BJR F2_2.1

Meningkatkan ketertiban
umum dan ketenteraman

masyarakat
BJR F2_2.2



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F2_1.1)
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PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS MELALUI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN SISTEM KESEHATAN

Terpenuhinya standar
pelayanan kefarmasian

BJR F2_1.1.1

Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Manusia

Kesehatan

BJR F2_1.1.2

Terpenuhinya Upaya
Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

BJR F2_1.1.3

Meningkatnya
Pemberdayaan

Masyarakat Bidang
Kesehatan

BJR F2_1.1.4

Tersedianya pendidik dan
tenaga kependidikan

BJR F2_1.1.5

Meningkatnya
implementasi

penyelenggaraan kegiatan
pengembangan kurikulum

BJR F2_1.1.6

Meningkatnya sekolah
dan lembaga pendidikan

yang memiliki izin
operasional

BJR F2_1.1.7

Meningkatnya partisipasi
pendidikan

BJR F2_1.1.8



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F2_1.2)
DK

U
M

PP
DI

N
SO

SP
3A

P2
KB

DK
PP

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATNYA KETANGGUHAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN DAYA BELI, KETAHANAN PANGAN DAN GIZI SERTA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tersedianya
sarana distribusi

perdagangan
yang refresentatif

BJR F2_1.2.1

Terjaganya
stabilisasi harga
barang pokok

penting

BJR F2_1.2.2

Meningkatnya
rekomendasi izin

usaha

BJR F2_1.2.3

Meningkatnya
kesesuaian barang

dan jasa yang
beredar dengan

standar mutu

BJR F2_1.2.4

Meningkatnya
produk unggulan

daerah yang
dikembangkan

BJR F2_1.2.5

Meningkatnya
produk daerah yang

dipromosikan

BJR F2_1.2.6

Meningkatnya
kualitas kesehatan

reproduksi

BJR F2_1.2.11

Meningkatnya
pemenuhan hak

anak

BJR F2_1.2.12

Meningkatnya
Perlindungan

terhadap
Perempuan

BJR F2_1.2.16

Terlaksananya
Pengarusutamaan Gender

dan Pemberdayaan
Perempuan

BJR F2_1.2.17

Meningkatnya
penyelesaian kasus
kekerasan terhadap

perempuan dan anak

BJR F2_1.2.13

Terkelolanya sistem
data gender dan

anak

BJR F2_1.2.14

Meningkatnya
Kualitas Keluarga

BJR F2_1.2.15

Terpeliharanya
keamanan

konsumsi pangan

BJR F2_1.2.7

Meningkatnya
ketersediaan dan

akses pangan

BJR F2_1.2.8

Meningkatnya
Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan
Masyarakat

BJR F2_1.2.10

Meningkatnya
Desa Mandiri

Pangan

BJR F2_1.2.9



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F2_2.1)
BA

KE
SB

AN
GP

O
L

DI
SB

U
DP

O
RA

PA
R

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATNYA PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA, AGAMA DAN BUDAYA

Penguatan Ideologi
Pancasila dan Karakter

Kebangsaan

BJR F2_2.1.1

Meningkatnya Peran Partai Politik
dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika Serta

Budaya Politik
BJR F2_2.1.2

Meningkatnya fasilitasi
penanganan konflik sosial

BJR F2_2.1.3

Meningkatnya ketahanan
gatra politik dalam

ketahanan nasional di
Kab. Banjar

BJR F2_2.1.4

Meningkatnya ketahanan
gatra sosial budaya dan

ekonomi dalam
ketahanan nasional Kab.

Banjar

BJR F2_2.1.5

Meningkatnya
penyebarluasan informasi

topik sejarah

BJR F2_2.1.6

Meningkatnya
perkembangan budaya

tak benda

BJR F2_2.1.7

Meningkatnya Pelestarian
Dan Pengelolaan Cagar

Budaya

BJR F2_2.1.8

Meningkatnya kapasitas
atlet dan tenaga

keolahragaan

BJR F2_2.1.9

Meningkatnya
pembinaan pemuda

BJR F2_2.1.10



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F2_2.2)
DP

KP
SA

TP
O

L 
PP

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN DI MASYARAKAT

Meningkatnya pelayanan
penyelamatan dan

evakuasi korban bencana
kebakaran

BJR F2_2.2.1

Meningkatnya
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

BJR F2_2.2.2



PETA PROSES BISNIS LEVEL 0
U

TA
M

A
M

AN
AJ

ER
IA

L
LA

IN
N

YA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
FUNGSI 3 : EKONOMI KERAKYATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Terwujudnya ekonomi berbasis
kerakyatan yang dapat mendorong

kemandirian, produktif, berdaya saing
dan kokoh dengan pertumbuhan yang

inklusif dan berkualitas

BJR F3_01

Terwujudnya
penurunan kemiskinan,
Ketimpangan distribusi
pendapatan dan angka

pengangguran

BJR F3_02

Terwujudnya
pembangunan yang

berkelanjutan

BJR F3_03



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
BJ

R 
F3

_0
1

BJ
R 

F3
_0

2
BJ

R 
F3

_0
3

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur wilayah dan

konektivitas yang mendorong
pertumbuhan ekonomi

BJR F3_1.1

Meningkatnya keunggulan
pertanian dan perikanan

BJR F3_1.2

Meningkatnya akselerasi
industri pengolahan, Ekonomi

kreatif dan Pariwisata, dan
Ekonomi Digital

BJR F3_1.3

Terwujudnya penataan ruang
dan permukiman  yang

terintegrasi dengan seluruh
sektor pembangunan daerah

BJR F3_3.1

Berkembangnya ekonomi kerakyatan
melalui peningkatan produksi pertanian

dan perikanan dan pemantapan
infrastruktur pembangunan

BJR F3_2.3

Menurunnya kemiskinan dan
kesenjangan di perdesaan serta

Berkembangnya reformasi sistem
perlindungan sosial

BJR F3_2.1

Menurunnya Angka Pengangguran
dan Berkembangnya produktivitas dan

daya saing Koperasi dan UM serta
kemandirian ekonomi keluarga

BJR F3_2.2

Meningkatnya pengelolaan
lingkungan hidup dan
kebencanaan untuk

pembangunan berkelanjutan
BJR F3_3.2



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_1.1)
DP

U
PR

P
DI

SH
U

B

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN KONEKTIVITATAS YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Meningkatnya jalan dalam
kondisi mantap

BJR F3_1.1

Terpenuhinya standar
keselamatan dan kelaikan

kapal

BJR F3_1.1.3

Terpenuhinya kelaikan
Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ)

BJR F3_1.1.2



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_1.2)
DK

TP
DI

ST
AN

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATNYA KEUNGGULAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Meningkatnya
Pengelolaan Perikanan

Budidaya

BJR F3_1.2.1

Meningkatnya produksi
perikanan tangkap

BJR F3_1.2.2

Menurunnya pelanggaran
pemanfaatan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan

BJR F3_1.2.3

Meningkatnya
perlindungan tanaman

pertanian dari organisme
pengganggu tanaman dan
dampak perubahan iklim

BJR .F3_1.2.5

Meningkatnya
Penyediaan dan

Pengembangan Sarana
Pertanian

BJR F3_1.2.4

Meningkatnya produksi
hortikultura

BJR F3_1.2.6

Meningkatnya usaha
pertanian yang

mendapatkan izin

BJR F3_1.2.7



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_1.3)
DK

U
M

PP
DI

SP
O

RA
PA

R

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATNYA AKSELERASI INDUSTRI PENGOLAHAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA, DAN EKONOMI DIGITAL

Tersedianya informasi
industri secara lengkap

dan terkini

BJR F3_1.3.1

Meningkatnya destinasi
wisata

BJR F3_1.3.4

Meningkatnya usaha
industri yang memiliki izin

BJR F3_1.3.2

Tercapainya sasaran
pembangunan industri di

Kab. Banjar

BJR F3_1.3.3

Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan

BJR F3_1.3.5

Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi

kreatif

BJR F3_1.3.6



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_2.1)
DP

M
D

DI
N

SO
SP

3A
P2

KB

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENURUNNYA KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DI PERDESAAN SERTA BERKEMBANGNYA REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

Terlaksananya Penataan
Desa

BJR F3_2.1.1

Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan Desa

BJR F3_2.1.2

Terlaksananya
Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan

Masyarakat Hukum Adat

BJR F3_2.1.3

Terlaksananya
Pemberdayaan dan

Peningkatan Keluarga
Sejahtera

BJR F3_2.1.8

Meningkatnya ekonomi
desa dan kawasan

perdesaan

BJR F3_2.1.4

Terselenggaranya
Rehabilitasi Sosial

BJR F3_2.1.5

Terselenggaranya
Perlindungan dan Jaminan

Sosial
BJR F3_2.1.6

Meningkatnya korban
bencana yang ditangani

BJR F3_2.1.7



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_2.2)
DI

SN
AK

ER
TR

AN
S

DI
N

SO
SP

3A
P2

KB
DK

U
M

PP

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN DAN BERKEMBANGNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA MIKRO SERTA KEMANDIRIAN

EKONOMI KELUARGA

Tersusunnya
dokumen

perencanaan
tenaga kerja

BJR F3_2.2.1

Meningkatnya
produktivitas
tenaga kerja

BJR F3_2.2.2

Peningkatan
fasilitasi

penempatan
tenaga kerja

BJR F3_2.2.3

Terwujudnya
Penempatan Tenaga

Kerja, Perluasan Kerja dan
Penempatan Transmigrasi

BJR F3_2.2.4

Meningkatnya Jumlah
Perusahaan yang

Melaksanakan Sarana
Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial

BJR F3_2.2.5

Meningkatnya
koperasi yang

mematuhi aturan
perundang
undangan

BJR F3_2.2.6

Meningkatnya
kualitas SDM

Koperasi

BJR F3_2.2.7

Meningkatnya
Koperasi Simpan

Pinjam atau Usaha
Simpan Pinjam yang

sehat

BJR F3_2.2.10

Meningkatnya
rekomendasi izin

usaha simpan
pinjam

BJR F3_2.2.9

Meningkatnya
volume usaha

koperasi

BJR F3_2.2.8

Berkembangnya
Usaha Mikro

BJR F3_2.2.11

Meningkatnya
pelaku usaha mikro

yang tumbuh

BJR F3_2.2.12

Terlaksananya  Pemberdayaan
dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera

BJR F3_2.2.13



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_2.3)
DI

ST
AN

DK
PP

DP
U

PR
P

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
BERKEMBANGNYA EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN DAN MENANTAPAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN

Meningkatnya
pengolahan dan

pemasaran peternakan

BJR F3_2.3.1

Meningkatnya jumlah
petani yang mandiri

BJR F3_2.3.2

Meningkatnya Kawasan
Perkotaan Terlayani

Sistem Jaringan Drainase

BJR F3_2.3.7

Meningkatnya
Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

BJR F3_2.3.4

Meningkatnya
Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Air
Limbah

BJR F3_2.3.5

Meningkatnya Jaringan
Irigasi Dalam Kondisi Baik

BJR F3_2.3.6

Meningkatnya
pengolahan dan
pemasaran hasil

perikanan

BJR F3_2.3.3



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_3.1)
DP

U
PR

DP
RK

PL
H

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
TERWUJUDNYA PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SELURUH SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya aset tanah
pemkab yang

terinventarisir dan
dipatenkan

BJR F3_3.1.1

Terfasilitasinya
penyelesaian sengketa

tanah garapan

BJR F3_3.1.2

Terkoordinasinya dan
terfasilitasinya informasi

penyelenggaraan
redistribusi tanah objek

reforma agraria

BJR F3_3.1.3

Meningkatnya luasan aset
tanah pemkab yang

tersertifikati

BJR F3_3.1.4

Meningkatnya kesesuaian
izin lokasi dengan tata

ruang

BJR F3_3.1.5

Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan bangunan

gedung dengan tata ruang

BJR F3_3.1.6

Meningkatnya Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang

terhadap Rencana Tata
Ruang

BJR F3_3.1.7

Meningkatnya
Pengelolaan Penanganan

Dan Pengurangan Sampah

BJR F3_3.1.8

Meningkatnya
Penanganan Terhadap

Kawasan Kumuh

BJR F3_3.1.9

Meningkatnya
Infrastruktur Yang

Memadai Pada Kawasan
Strategis

BJR F3_3.1.11

Meningkatnya
penanganan perumahan
dan permukiman kumuh

BJR F3_3.1.12

Peningkatan PSU layak di
kawasan permukiman

BJR F3_3.1.13

Meningkatnya
Penanganan Terhadap

Rumah Korban Bencana
Atau Relokasi

BJR F3_3.1.10



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 (BJR F3_3.2)
DP

RK
PL

H
BP

BD

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tersedianya
dokumen

perencanaan
lingkungan hidup

BJR F3_3.2.1

Meningkatnya
Penanganan Lokasi

Kawasan
Keanekaragaman Hayati

BJR F3_3.2.2

Meningkatnya
Pengendalian Bahan

Berbahaya Dan Beracun
(B3) Dan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun

(Limbah B3)

BJR F3_3.2.3

Meningkatnya
Ketaatan Perusahaan

Terhadap
Pengelolaan

Lingkungan Hidup

BJR F3_3.2.5

Meningkatnya
Pengelolaan

Lingkungan Hidup
Oleh Masyarakat

Hukum Adat

BJR F3_3.2.6

Menurunnya
pencemaran dan

kerusakan lingkungan
hidup

BJR F3_3.2.7

Meningkatnya Pelayanan
Pengaduan Lingkungan

Hidup

BJR F3_3.2.4

Meningkatnya
wawasan masyarakat
terhadap lingkungan

hidup

BJR F3_3.2.8

Meningkatnya
pelaksanaan

penanggulangan bencana

BJR F3_3.2.9

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR


